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PUTUSAN
Nomor 210/Pdt.G/2022/PA.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magelang yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal
lahir Magelang, 10 November 1989, agama Islam,
pekerjaan Pedagang Nasi Goreng, pendidikan SLTP,
tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan
Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah,
dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan
alamat email suparjito310@gmail.com, sebagai
Penggugat;

melawan

NAMA TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir
Magelang, 04 Februari 1974, agama Islam, pekerjaan
Buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di
) 0.9.9.0.0.0.90.0.00.90.0000¢ Kecamatan Borobudur,
Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02

November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang
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pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 210/Pdt.G/2022/PA.Mgl,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada
tanggal 30 Nopember 2009 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan
Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dengan Kutipan
Akta Nikah Nomor 511/39/X1/2009 tertanggal 30 Nopember 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan
bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Palihan
RT. 001/RW.006, Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten
Magelang, Provinsi Tengah hingga Nopember 2012 atau selama 10
(sepuluh) tahun. Kemudian Sejak Nopember 2012 Penggugat pergi
meninggalkan rumah bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat
yang beralamat Malangan RT.001/RW. 004, Kelurahan Tidar Utara,
Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan
Tergugat menetap di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana
layaknya suami Istri dengan baik, dan telah berhubungan badan (ba'da
dukhul) dan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anggita
Ayuningtyas lahir di Magelang tanggal 18 Agustus 2009, dan saat ini anak
tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan
terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit
didamaikan sejak bulan Februari 2011;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut
adalah karena Tergugat bekerja serabutan dan tidak sanggup mencukupi
kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat perlu bekerja sebagai
pedagang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
semakin tajam dan memuncak pada bulan November 2012 yang
mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan
pulang ke rumah orang tua Penggugat;
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7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rumah tangga tetap utuh
namun tidak berhasil;

8. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat
selama 10 (sepuluh) tahun maka hak dan kewajiban suami istri tidak
terlaksana sebagaimana mestinya;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan
lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang
berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun
lagi, sehingga alasan gugatan perceraian Penggugat dikarenakan salah
satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut
tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar
kemampuannya telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (b) Kompilasi
Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Magelang cq. Hakim tunggal yang memeriksa
perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (NAMA TERGUGAT)
terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT)

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2022/PA.Mgl

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara
menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta
hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi
tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka
mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan
perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan
membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya
tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308025011890001 Tanggal 17
Oktober 2022 atas nama NAMA PENGGUGAT dikeluarkan oleh
Pemerintah Kota Magelang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh
Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah
dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf
Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 511/39/X1/2009 Tanggal 30
November 2009 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah,. Bukti surat
tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti
(P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, NAMA SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Ngentak Kwayuhan RT 007 /

RW 002, Kelurahan Gelangan, Kecamatan Magelang Tengah, Kota
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Magelang., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai kakak tiri dari
Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang
menikah pada bulan November 2009;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua orang tua Penggugat di Dusun Palihan RT.01 RW.06
Desa Candirejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang
bernama Anggita Ayuningtyas lahir di Magelang tanggal 18 Agustus 2009
dan saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan
November 2011sampai sekarang selama 11 (sebelas) tahun;

- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama
dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Malangan RT.001RW.
004, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota
Magelang, Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena Tergugat
mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat;

- Bahwa sebelum pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar
yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat tidak pernah mendatangi
Penggugat;

- Bahwa setelah pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak ada
komunikasi lagi;

- Bahwa selama ini keluarga Penggugat pernah ke rumah Tergugat untuk
menemui anak serta mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak
bertemu dnegan Tergugat bahkan Tergugat mempersulit Penggugat
untuk bertemu dengan anaknya;
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Saksi 2, NAMA SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,

pekerjaan Ojol / Ojek Online, bertempat tinggal di Ngabean RT 14 / RW 04,

Kelurahan Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang., di

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai kakak
sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang
menikah pada tanggal 30 November 2009;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Tergugat di Dusun Palihan RT. 001/RW.006, Desa
Candirejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama
Anggita Ayuningtyas lahir di Magelang tanggal 18 Agustus 2009 dan saat
ini anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 11 (sebelas)
tahun sejak bulan November 2011;

- Bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan
Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Malangan RT.001/RW. 004,
Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang,
Provinsi Jawa Tengah,

- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri karena
Penggugat dikembalikan oleh Tergugat kepada orang tua Penggugat;

- Bahwa sebelum berpisah, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar
disebabkan masalah ekonomi yang kurang untuk memenuhi kebutuhan
hidup dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat tidak pernah mendatangi
Penggugat;

- Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah

berkomunikasi lagi;
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Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada
gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon
putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan
oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim tunggal telah berupaya mendamaikan pihak
Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana
dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap
pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat
tinggal di Magelang maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan
pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah
dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir
dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama,
perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 mengenai perkawinan
Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat
dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai
sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam
perkaranya tersebut (persona standi in judicio);
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Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
tanggal .4 Nopember 2022 dan tanggal 10 Nopember 2022 yang dibacakan
di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan
tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh
suatu alasan yang sabh;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR,
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan
dengan pendapat ahli figih yang diambil alih menjadi pendapat Hakim
tunggal dalam Kitab Ahkamul Qur’an juz Il hal. 405 yang artinya berbunyi :

A ga Yl sed i ol padasdl JSa (e 288 ) 0 00

artinya: “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,
kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim,
dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa alasan utama Penggugat mengajukan gugatan
cerai gugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal selama lebih 2 (dua) tahun berturut-turut atau tepatnya sejak tahun
2012 atau 10 (sepuluh) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR,
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim
tunggal membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya,
Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk
atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat,
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sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil

pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah
yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya,
merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya
perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dipertimbangkan
di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil
pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai
kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal
1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah
merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat
dan Tergugat yakni NAMA SAKSI 1 dan NAMA SAKSI 2, dimana dalam
memberikan keterangannya telah bersumpah (vide pasal 147 HIR jo pasal
1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah
mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan
keterangannya saling bersesuaian (vide pasal 170 HIR jo pasal 1908 KUH
Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud
ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal
22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah
memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima
dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
adalah fakta yang dilihat sendiri / diketahui sendiri / didengar sendiri dan
relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan pasal 172 HIR,
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan
dapat diterima sebagai bukti;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, saksi-saksi, dan
Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada
tanggal 30 Nopember 2009;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang
saat ini dalam asuhan Tergugat;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun pada tahun 2011 Tergugat memulangkan Penggugat ke
orang tua Penggugat;

4. Bahwa sejak di pulangkan ke rumah orang tuanya, Tergugat tidak
pernah menjemput Penggugat ataupun memperdulikan Penggugat lagi;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
selama 11 (sebelas) tahun lamanya dan selama berpisah tersebut antara
Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan
mengunjungi;

6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat,
namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri keduanya
sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat
tinggal;

2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk
dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, dikarenakan antara
Penggugat dan Tergugat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal sejak 11 (sebelas)
tahun lamanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu
tidaklah mendatangkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian
yang berkepanjangan dan kemudlaratan bagi kedua belah pihak suami-istri,
maupun anak-anak mereka, padahal dalam kaidah fighiyah disebutkan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2022/PA.Mgl

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah  kerusakan lebih  didahulukan daripada mengharapkan
kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19
huruf (b) Undang-undang no 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (b)
Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Salah satu pihak meninggalkan pihak
lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan
yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam :
1. Kitab Al Anwar juz Il halaman 55 :

By Gl Sl L ) g ) jan 35 Ol

artinya: “Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi
atau gha'ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan
pembuktian”;

2. Kitab Figh Sunnah Jus Il halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

OS5zl apelgl dag il dn  _aldllM Walgea cas 13U
aldl ae s Leglia) G el Al 5 3 dne Fla Lee ol
Ag L Al Ll legiy #Sla Y o=
artinya: "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan
keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami
istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan,
dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan
talak ba’in kepada istrinya";
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan
Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119
angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan
putusan Verstek;
Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
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undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA
TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);

4, Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 445.000,00 ( empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Magelang
pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 Masehi bertepatan dengan
tanggal 20 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Septianah, S.H.l., M.H. sebagai
Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Umi Khoiriyah,
S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Septianah, S.H.l., M.H.
Panitera Pengganti,
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Umi Khoiriyah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00

- Proses ‘Rp 75.000,00

- Panggilan :Rp 300.000,00

- PNBP 'Rp 20.000,00

- Redaksi :Rp 10.000,00

- Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah ‘Rp 445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
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